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A. Fenomena Mega-Urban di Asia

Globalisasi ekonomi, teknologi dan informasi telah
mengakibatkan perubahan dramatis dalam proses
dan pola urbanisasi di Asia sejak awal tahun
1870-an. Perubahan dan dinamika spasial, sosial
dan ekonomi tidak sajaterjadi pada wilayah di sekitar
atay wilayah antara dua kota metropolitan, tetapi
pada beberapa kasus terjadi juga pada kota-kota
kedua (secondary urban centers), terutama di
daerah yang sedang mengalami percepatan proses
industrialisasi (McGee, 1990}.

Proses urbanisasi di pinggiran kota besar terjadi
lebih cepat dibanding yang terjadi di kota besar itu
sendiri. Fenomena baru proses urbanisasi di Asia
diperkenalkan melalui konsep "kofadesasi' yang
dikembangkan oleh McGee medio tahun 1980-an.
Konsep ini berbeda dengan konsep megalopolis di
AmeriKa yang dicetuskan oleh Gottman pada awal
tahun 1960-an, seperti dikemukakan oleh McGee
(1987:2):
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The megalopolis is a region dominated by the
activities of a ‘central urban system’. In many Asian
countries, the process of Kotadesasi is somewhat
different for it is occurring in many different locations
- often in areas adjacent to peri-urban regions of the
giant cities and sometimes in the form of corridor
development adjacent to main roads or railways that
link reasonably close, large cities.

Konsep kotadesasi initah yang kemudian mendasari
konsep "“Extended Metropolitan Regions® (EMR)
yang witayahnya mempunyai ciri (McGee, 1987. 3;
1990: iv):

(a) berkepadatan penduduk tinggi;

(b) sebagian besar penduduk bergantung pada
sektor pertanian, terutama pertanian padi dengan
pemilikan 1lahan sempit;

(¢} mengatami transformasi kegiatan dari pertanian
ke berbagai kegiatan non-pertanian, termasuk
perdagangan, transportasi dan industri;

(d) intensitas mobilitas penduduk yang tinggi, di-
mungkinkan oleh ketersediaan angkutan yang
murah;

(e} interaksi yang tinggi antara aktivitas pedesaan
dan perkotaan, yang memungkinkan bertam-
bahnya sumber pendapatan rumah tangga pede-
saan dan meningkatnya partisipasi tenaga kerja
wanita;
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{H percampuran guna lahan yang intensif antara
pemukiman dan aktivitas ekonomi seperti perta-
nian, industri rumah tangga dan kawasan in-
dustri.

Batas antara wilayah pedesaan dan perkotaan se-
makin tidak jelas, akibat pertumbuhan ekonomiyang
pesat serta ditunjang kemajuan teknologi trans-
- portasi yang semakin memperpendek waktu tempuh
antarlokasi. Kegiatan perkotaan telah merambah
dan berbaur dengan kegiatan pedesaan, dengan
intensitas hubungan serta pergerakan aktivitas dan
penduduk yangtinggi. Fenomena ini lebih tepat dise-
but sebagai "region-based urbanization" ketimbang
"city-based urbanization' yang jangkau- annyadapat
mencapai 100 km lebih (McGee, 1892:7).

McGee menegaskan, bahwa wilayah EMR yang
kemudian populer sehagai 'mega-urban regions'
{(MUR) secara keseluruhan terdiri atas komponen
kotainti (core city), wilayah metropolitan dan wilayah
kotadesa. Setiap komponen maupun keseluruhan
komponen MUR ini kerap meliputi wilayah yang
secara fisik tidak bersesuaian dengan wilayah
administrasi,

Douglass (1992:9), seperti halnya McGee, mefihat
MUR dari segi fungsional tanpa menyebutkan batas
administratif secara eksplisit, tetapi sebagai wilayah
yang meliputi berbagai tingkatan pusat pemukiman
dan kegiatan ekonomi dengan sistem interaksi kom-
pleks, dibentuk jaringan transportasi. la
menegaskar:

In understanding the structure of MUR, it is important
to note that they are not simply composed on a
limited number of trunk roads leading from core
urban areas. Nor is spatial interaction necessarily
directed toward the larger urban core, but may be
nested among the sub-regional clusters of villages,
towns, and rural-based enterprises. As they develop
over time, interaction takes on characteristics of
networks composed of specialized sub- regions
linked to the larger regional sphere by finely- grained
webs of transactional space that may involve
animal-powered modes of fransportation, bicycles,
push carts, pedicabs, maoforcycles, automobiles,
buses and trucks that move in different patterns at
different scales of interaction.

Selanjutnya, ditegaskan pula, bahwa:
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In this emerging ASEAN version of ‘postmodert’
fandscapes, neither centrality nor propinquity are the
principal defining characteristics of daily interaction.
They are as much a product of international
econormic integrafion as they are of localized
development impulses.

Munculnya MUR di Asia beberapa dekade terakhir
ini, khususnya di ASEAN, merupakan salah satu
produk dari proses urbanisasi global melalui keter-
kaitan (ketergantungan) ekonomi antara negara di
Asia dan negara industri maju {Douglass, 1892;
McGee 1892). Keterkaitan antara negara-negara
Asia yang berorientasi ekonomi pasar dengan
ekonomi global (terjadi melalui proses industria-
lisasi yang dipacu arus investasi asing milik korpo-
rasi transnasional) tidak saja mengakibatkan peru-
bahan pada pola pembangunan daerah secara
spasial, tetapi juga mengakibatkan restrukturisasi
politik, sosial dan ekonomi.

Revolusiteknologi informasi, transportasi danmana-
jernen produksi secara bersamaan telah membentuk
sistem aliran informasi, kapital, komoditi dan orang,
yang pada gilirannya menciptakan polarisasi pem-
banguran, munculnya MUR, terbentuknya kota-kota
dunia (world cities) dan hirarkhi kota-kota dalam
skala internasional, terbentuknya wilayah-wilayah
pembangunan antarnegara (transborder regions)
danterbentuknyakoridor pembangunan dalam skala
internasional (Douglass, 1992; McGee, 1992).
Ketersediaan infrastruktur yang relatif lengkap di
kota-kota besar dan sekitarnya, secara geografis
juga telah menyebabkan konsentrasi investasi di
bidang industri yang memperkuat polarisasi pem-
bangunan dan perkembangan MUR tersebut.

Di Asia, polarisasi pembangunan yang dicirikan oleh
nodal-nodal MUR dan bagian dari sistermn kota-kota
dunia, terdapat di kota-kota metropolitan yang
berlokasi di sepanjang pantai timur mulai dari Tokyo,
Seoul, Shanghai, Taipei, Hongkong, Guangzhou,
Bangkok, Kualalumpur, Singapura, Jakarta, Ban-
dung, Semarang dan Surabaya. Dalam skala antar
negara telah tumbuh pula pemusatan-pemusatan
perkembangan di Bohai (China dan Korea}; Hong-
kong-Guangzhou dan Sijori.,
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Di indonesia, polarisasi pembangunan terpusat
pada kota-kota besar di sepanjang koridor Sumatera
bagian timur dan Jawa bagian utara, seperti Medan,
Patembang, Jakarta, Bandung, Semarang dan Sura-
baya. Studi yang ditakukan oleh Firman (1992:104)
menunjukkan, bahwa dalam 10 tahun terakhir kota-
kota di sepanjang koridor Jakarta-Cirebon-Sema-
rang, Jakarta-Bandung, Semarang-Jogyakarta dan
Surabaya-Malang telah mengatami perkembangan
penduduk perkotaan yang sangat pesat. Ketiga
koridor terakhir, bahkan cenderung membentuk
MUR yang akan berkembang terus selama keter-
kaitan dan ketergantungan negara kita pada sistem
globalisasi ekenomitidak dapat dihindarkan, Bahkan
kecenderungan perubahan struktur industri Indone-
sia dari industri substitusi impor menuju industri
manufaktur untuk ekspor, nampaknya kita akan
mengikuti jejak negara-negara industri baru Asia
(NIC).

Pengataman Korea Selatan dan Taiwan menunjuk-
kan, bahwa polarisasi pembangunan pada kota-kota
besar tertentu merupakan proses urbanisasi yang
berkaitan erat dengan perkembangan investasi di
bidang industri manufaktur yang berorientasi ekspor
(Douglass, 1992:7). Faktor inilah yang memesatkan
pertumbuhan koridor Jabhotabek-Bandung, Sema-
rang-Jogyakarta dan Surabaya-Malang, seperti
terjadi pada MUR Bangkok, Shanghai dan Kuala-
lumpur. Sebagai bagian dari simpul-simpul dalam
sistemn hirarkhi kota-kota dunia, ketiga mega urban
regions ini akan mewadahi proses perubahan
ekonomi danteknologi yang kompleks, dicirikan oleh
berlangsungnya interaksi kegiatan yang erat antara
pusat kota utama dengan kota-kota dan pedesaan
yang menjadi wilayah belakangnya.

Di samping kekuatan eksternal di atas, percepatan
polarisasi pembangunah pada MUR juga disebab-
kan kekuatan internal yang diciptakan negara-
negara ASEAN, termasuk Indonesia. Pada hakekat-
nya, hal ini  merupakan usaha untuk menangkap
arus investasi global. Kebijaksanaan untuk menarik
investasi asing berupa deregulasi di bidang inves-
tasi, sektor keuangan dan perdagangan interna-
sional, serta debirokratisasi proses pelaksanaan
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ketiga sektor ini, merupakan salah satu faktor
penting dalam mempercepat MUR. Penyediaan
infrastruktur perkotaan di kota-kota besar dan
sekitarnya yang dipacu melalui penyertaan swasta,
desentralisasi kegiatan industri dari kota-kota inti,
serta dorongan terhadap ekspor produk manufaktur,
juga merupakan kebijaksanaan yang mendorong
kesinambungan perkembangan MUR.

Di samping faktor-fakior tersebut, kebijaksanaan
revolusi hijau dan subsidi harga beras yang sifatnya
'urban biased' serta perkembangan moda angkutan
yang murah, merupakan dua faktor yang menyebab-
kan perkembangan kota-kota iebih pesat (McGee,
1987.33). Meluasnya perkembangan wilayah per-
kotaan, juga disebabkan meningkatnya harga lahan,
ketatnya pelaksanaan peraturan lingkungan di kota
inti, serta tersedianya cadangan tenaga kerja atau
yang disebut oleh McGee (19380) sebagai "iabor
pools" pertanian cukup besar di sekitar kota-kota
besar yang dapat dimanfaatkan kegiatan industri,

Jadi jelasiah, banyak kebijaksanaan pemerintah
yang dimaksudkan untuk mempercepat proses in-
dustrialisasi, tetapi secara tidak langsung berdam-
pak pada pertumbuhan kota-kota besar menjadi
MUR. Proses industrialisasi ini telah mengakibatkan
perubahan struktur ekonomi wilayah pinggiran atau
sepanjang koridor MUR, mengaburkan batas-batas
antara kehidupan pedesaaan dan perkotaan, dan
meningkatnya peran swasta dalam mengarahkan
perkembangan wilayah perkotaan.

Selama kita masih menerapkan berbagai kebijak-
sanaan pembangunan tersebut tanpa dibarengi
intervensi untuk mengurangi pengaruh proses urba-
nisasi global tersebut, kesinambungan perkem-
bangan wilayah-wilayah MUR di Indonesia tidak
akan dapat dihindari,

B. MUR Jabotabek dan Metropolitan Bandung

Gilobalisasi ekonomi yang ditanggapt melalui reori-
entasi kebijaksanaan ekonomi nasional berdampak
pada perubahan besar pertumbuhan kota-kota
besar di Indonesia, terutama Jabotabek dan
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Metropolitan Bandung. Dalam dua dekade terakhir,
kedua wiayah ini telah mengalami pertumbuhan
pesat serta perubahan dalam pola urbanisasi yang
sebelumnya tidak terjadi, yang melibatkan peruba-
han struktur sosial-ekonomi dan mobilitas, peranan
aktor-aktor pembangunan serta meningkatnya teka-
nan terhadap sumberdaya alam dan lingkungan.
Studi yang dilakukan Dharmapatni dan Firman
{1992) mengungkapkan, bahwa Jabotabek dan
Metropolitan Bandung cenderung membentuk kori-
dor MUR yang nyaris bersatu. Dalam proses per-
kembangannya, kedua wilayah ini memperlihatkan
ciri-ciri fisik, sosial dan ekonomi MUR, seperti dikon-
sepkan McGee (1987, 1930, 1992) dan Douglass
(1992).

Perkembangan Wilayah Perkotaan

Dalam periode 1880-1990, pertumbuhan penduduk
perkotaan di wilayah Jabotabek dan Metropolitan
Bandung bertangsung pesat (lihat Tabel 1). Sensus
penduduk BPS menunjukkan, pertumbuhan pendu-
duk perkotaan dalam dasawarsa terakhir pada
kabupaten-kabupaten di sekitar Jakarta, seperti
Tangerang, Bekasi dan Bogor, berturut-turut 20,6%,
19,9% dan 11,9%. Penduduk perkotaan Kabupaten

‘Serang dan Karawang, wilayah yang berbatasan
langsung dengan Jabotabek, bertambah sebesar
6,8% dan 7,1%.

Dalam kurun yang sama, pertambahan penduduk
perkotaan tersebut jauh lebih tinggt dibanding per-
tambahan penduduk DKl Jakarta (2,4%) dan
penduduk perkotaan secara nasional (5,4%). Demi-
kian pula penduduk perkotaan Kabupaten Bandung
meningkat sebesar 7,3%, jauh lebih besar dibanding
pertambahan penduduk Kodya Bandung (3,3%).
Perlu dicatat pula, bahwa laju pertambahan pendu-
duk perkotaan kabupaten-kabupaten tersebut jauh
lebifr besar dari pertambahan penduduk kabupaten
masing-masing.

Pertambahan penduduk perkotaan yang pesat di
wilayah Jabotabek dan Metropolitan Bandung
disertai perluasan wilayah perkotaan, terutama pada
koridor-koridor Jakarta-Tarngerang, Jakarta-Bekasi
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(bahkan sampai Cikampek), Jakarta-Bogor; dan
koridor-koridor Bandung-Cileunyi dan Bandung-
Padalarang. hektarl ini tercermin dari meningkatnya
jumlah desa wurban di koridor-koridor tersebut. Di
Tangerang jumlahnya meningkat dari 19 menjadi
117, sedangkan di Bekasi meningkat dari 19 menjadi
59 pada kurun waktu 1980-1990 (lihat Dharmapatni,
1991:13).

Peningkatan jumlah desa urban ini telah mengaki-
batkan 73,9% penduduk perkotaan di Botabek dan
38,6% penduduk perkotaan di Kabupaten Bandung
menempati wilayah kabupaten (Dharmapatni dan
Firman, 1992:31). Artinya, wilayah yang sifatnya
perkotaan dengan proporsi penduduk yang cukup
besar harus dikelola oleh pemerintahan kabupaten
yang kemampuan dan kewenangannya lebih dia-
rahkan untuk mengelola wilayah pedesaan.

Analisis pada tingkat kecamatan menunjukkan,
bahwa kecamatan yang memiliki proporsi jumiah
desa urban di atas 25% dari total desa (Jawa Barat
dan DKl Jakarta proporsinya 20,7%}, ditetapkan
sebagai kecamatan dengan konsentrasi penduduk
perkotaantinggi. Pada tahun 1990 kecamatan yang
tergolong berkonsentrasi penduduk tinggi meliputi
11 kecamatandi Tangerang, 19 kecamatandi Bogor,
7 di Bekasi dan 20 di Bandung (Dharmapatni dan Fir-
man, 1992:23). Secara geografis, kecamatan terse-
but tersebar di sepanjang koridor Jakarta-Bandung,
sehingga wilayah perkotaan di Jabotabek dan
Metropolitan Bandung nyaris bersatu {(Gambar T1).

Perkembangan wilayah perkotaan pada MUR Jabo-
tabek dan Metropoiitan Bandung yang cenderung
menyatu secara fisik, ditkuti pula oleh meningkatnya
hubungan fungsional antara kedua witayah ini, teru-
tama antara Jakarta dan Bandung. Dalam kurun
1983-87, jumlah trip tahunan antara Jakarta dan
Bandung mencapai 3,3 juta, dengan laju pening-
katan sebesar 4% per tahun {Rosmiyati, 1990: 14).
Sebagian besar trip yang dilakukan {(menggunakan
angkutan udara (71%), kendaraan pribadi (60%) dan
kereta api {44%)), mempunyai maksud bisnis dan
urusan dinas. Rencana penyelesaian jalan tol
Jakarta-Cikampek-Padalarang-Gileunyi datam

a
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Tabel 1

Penduduk Perkotaan di Jabotebek dan Metropolitan Bandung
Tiap Kabupaten dan Kotamadya 1980-1990

{dalam ribuan)

No. Kabupaten/ 1980 1990 Rate of Growth
Kotamadya (% per year)
DKt Urban Total % Urban Total % Urban Total
. KABUPATEN
1. Serang 140 1109 12.6 269 |7 147t 18.3 6.8 28
2. Tangerang 238 1529 14.9 1520 2765 55.0 206 6.1
3. Bogor 6538 2494 256 1924 3737 51.5 11.9 4.1
4. Karawang 171 1238 13.8 339 1492 22.7 7.1 1.9
5. Bekasi 189 1143 16.5 11563 2104 54.8 19.9 6.3
6. Cianjur 179 1388 i2.9 242 1 662 146 3.0 1.8
7. Bandung 638 2669 23.9 1292 320t 40.4 7.3 1.8
Il. DKYKOTAMADYA
t. DKl Jakarta 6072 | 63503 93.4 8254 8254 100.0 2.4 2.4
2. Bogor 247 247 160.0 271 271 100.0 1.0 t.o
3. Bandung 1 461 1 461 100.0 2028 2058 98.4 3.3 34
TOTAL 9963 | 19780 502 | 16789 | 270186 62.1 57 32

Sumber: Biro Pusat Statistik, 1991

waktu dekat, diperkirakan akan mempercepat pro-
ses penyatuan wilayah Jabotabek dan Metropolitan
Bandung.

Perubahan Struktur Ekonomi

Secara tidak langsung, peningkatan jumiah desa-
urban dan penduduk perkotaan mengindikasikan
pula bertambahnya penduduk yang bekerja di sektor
non perkotaan. hektarl ini mengingat salah satu
kriteria desa urban yang digunakan oleh BPS adalah
desa-desa yang 25% atau kurang dari jumlah
penduduknya bekerja di sektor pertanian. Artinya,
telah terjadi transformasi struktural ekonomi dari
pertanian ke non pertanian. Seyogyanya, keyakinan
ini perlu ditunjang studi lebih mikro tentang rumah
tangga pedesaan, namun beberapa fenomena yang
bertangsung di wilayah MUR Jabotabek dan Metro-
politan Bandung memperkuat keyakinan tersebut.
Pertama, kedua wilayah tersebut merupakan pusat
kegiatan investasi di Indonesia, seperti dikemu-
kakan oleh Dharmapatni dan Firman (1992: 3):

Jabotabek and Metropolitan Bandung has been the
major area of foreign and domestic investment in the
country for the last 25 years. In fact, about two-third
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of the Iotal approved foreign investment projects
during 1967-91 in Indonesia has been located in
Jakarta and West Java, notably in Jabotabek and
Metropolitan Bandung, whereas for the approved
domestic investment projects have reached as much
as 45% (Prospek, 2 May 1992:10; 11 July 1992:82).
Jakarta and West Java's shares of foreign and
domestic investment during the same period are
49.6% and 47.4% respectively. Take at the situation
of West Java in more detail, during 1967-89, about
four-fifih of foreign investment and half of domestic
investments in the industrial sector are located in
Kabupaten (district} of Botabek (BOgor-TA-
ngerang-BEKasi} region and Bandung (KLH-LPP,
1997: 17},

Kenyataan juga menunjukkan, bahwa sekitar 80%
peredaran uang nasional terkonsentrasi di Jakarta
(Kompas, 7 April 1988) dan sekitar 28% GRDP 26
propinsi di Indonesia pada 1988 mengalir kembali ke
Jakarta sebagai dana bersih (Mubyarto, 1992).
Akumulasi modal dan investasi di kedua wilayah ini
merupakan faktor kunci yang mendorong periuasan
kegiatan perkotaan, yang notabene adalah kegiatan
industri dan komersiat.

Hill (1990:110) juga membuktikan, bahwaJabotabek
dan Metropolitan Bandung merupakan pusat industri
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manufaktur menengah dan besar di Indonesia.
Dalam hal 'value added’ per kapitanya hanya seban-
ding dengan Metropolitan Surabaya. Kontribusi
kegiatan industri di Jabotabek dan Metropolitan
Bandung pada 1885 sebesar 35,3% total output
nasional, dan sekitar 84% dihasilkan Jabotabek.
Menurut Hill (1890), telah terjadi "spillover’ kegiatan
industri melebihit batas-batas administrasi kota
Jakarta dan Bandung yang dicirikan menurunnya
kontribusi kegiatan manutaktur di Jakarta dalam hal
output, disertai dengan peningkatan output dan
penyerapan tenaga kerja di daerah sekitarnya.

Kedua, meluasnya kegiatan perumahan, industri
dan komersial ke wilayah Botabek dan Kabupaten
Bandung, dicirikan proses transformasi lahan per-
tanian. Paling tidak, ribuan petani dan buruh tani
serta pengrajin bahan bangunan tradisional kehi-
langan sumber mata pencaharian dan terpaksa
beralih ke sektor non-pertanian. Sebagai gambaran,
dalam Kurun 1980-89 tercatat sekitar 24.000 rumah
tangga di Botabek yang tergusur akibat konversi
lahan (Socegijoko, 1989). Diperkirakan, masih ba-
nyak yang tidak terekam dalam pencacahan formal.
Akibatnya, walaupun belum secara pasti dapat
diketahui, tidak mustahil transformast ini mengaki-
batkan penurunan tingkat kehidupan.

Ketiga, meningkatnya kontribusi sektor industri
manufaktur dan menurunnya kontribusi sektor perta-
nian di wilayah ekspansi (Botabek dan Kabupaten
Bandung}. Studi Henshall {1933) menunjukkan, bah-
wa di Botabek kontribusi sektor pertanian terhadap
GROP-nyamenurundari 16% {1986) menjadi 12.2%
{1990), sedangkan kontribusi manufakiur meningkat
dari 25,3% menjadi 29,7%. Kontribusi sekior perta-
nian dalam penyerapan tenaga kerja menurun dari
43,9% (1971} menjadi 28,2% (1990}, sedang kon-
tribusi manufaktur naik dari 9,6% menjadi 18,8%.

Perlu diperhatikan, bahwa sebagian besar tenaga
kerja yang terserap sektor industri merupakan pen-
datang. Di Bekasi misalnya, sekitar 60-70% tenaga
kerja industri berasal dari Jawa Tengah, Jawa Timur
dan bagién Jawa Barat lainnya diluar Botabek (Piki-
ran'Bak_yat_, 15 April 1991). hektard ini menimbulkan
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pertanyaarn, mengapa bukan tenaga kersja lokalyang
dominan? Apakah wilayah tersebut sudah keku-
rangan tenaga kerja lokal yang sesuai dengan
kualitas yang diinginkan? Atau, tenaga kerja lokal
terserap sektor lain, misalnya jasa dan perdagang-
an? Apa implikasinya terhadap keselerasan hidup
antara pendatang dan penduduk lokal?

Perubahan Guna Lahan

Perluasan wilayah perkotaan pada MUR Jabotabek
dan Metropotitan Bandung diiringi pula proses peru-
bahan guna lahan yang pesat. Transformasi lahan
pertanian subur dalam skala besar menjadi kawasan
industri, kawasan perumahan dan kota-kota baru
merupakan tantangan yangtidak ringan bagi kelang-
sungan program swasembada beras di negara kita.

Dalam kurun 1980-1989, tercatat sekitar 15.900
hektar lahan pertanian atau 75% dari total lahan
yang diperfukan untuk pembangunan perumahan di
wilayah Botabek, tetah dikonversikan menjadi
kawasan perumahan. Sementara itu, sekitar 80%
dari luas iahan yang dibutuhkan industri telah meng-
konsumsi lahan pertanian basah dan kering (Soe-
gijoko, 1989: Tabel 10,11,12). Dalam kurun yang
sama, sekitar 71% dart lahan yang dibutuhkan untuk
perumahan di Kabupaten Bandung menempati areal
pertanian lahan basah, sedangkan 76% dari lahan
untuk industri mengkonversikan lahan pertanian
kering (Soegijoko, 1989 Tabel 19).

Permintaan [ahan pertanian lebih besar lagi bila kita
tinjau permohonan ijin untuk kegiatan industri dan
perumahan. Selamakurun 1983-1992, permohonan
ijin untuk perumahan di kabupaten-kabupaten Bo-
gor, Tangerang, Bekasi (Botabek) dan Bandung
mencakup areal sekitar 45.500 hektar atau sekitar
95% dari luas permohonan untuk seluruh wilayah
propinsi Jawa Barat; sedangkan untuk kegiatan
industri seluas 3.000 hektar atau sekitar 80% dari
luas permchonan propinsi Jawa. agrat:(BPN Jawa
Barat, 1992). Dari 18.000 hektar Jahan yang
dialokasikan untuk kawasan industri di JaWafBarat,
sekitar 6.500 hektar berlokasi di Botabek dan 500
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hektar di Kabupaten Bandung. Kenyataan ini meng-
indikasikan pembangunan perumahan dan industri
terkonsentrasi di wilayah Jabotabek dan Metropo-
litan Bandung.

Swasta diperkirakan sangat besar perannya dalam
perubahan penggunaan lahan untuk kawasan indus-
tri, perumahan, kota baru, komersiaj bahkan untuk
jalan tol. Sekitar 20.800 hektar lahan di wilayah
Botabek dan kabupaten Bandung serta sekitar 3.100
hektar lahan di DKI Jakarta sudah dimohon oleh 76
investor swasta untuk pembangunan kawasan in-
dustri (Editor, 18 Juli 1992:57). Di kabupaten Bekasi
saja, sampai dengan tahun 1991 tercatat ada 238
developer yang telah memohon ijin untuk lahan se-
luas 8.122 hektar untuk pembangunan rumah seba-
nyak 487.320 unit (Kompas, 25 Juli 1992). Untuk
kota-kota baru yang dicanangkan sebagai kota 'self-
contained’ paling tidak sudah tercatat ada 1Q kota
baru yang sedang dan akan dibangun (Tabel 2).

Tabel 2

Pembangunan Beberapa Kota Baru
di Wilayah Jabotabek dan
MetropoiitanBandung

Nama Luas L.okasi Developer
(Hektar)
BSD 6000 Tangerang |Swasta
Tigaraksa  [3000 Tangerang {Swasta
Cariu na Bogor Swasta
Bekasi 2000 |2000 Bekasi Swasta
Bekasi
Terpadu 1500 Bekasi Pemerintah
& swasta
Cikarang
Baru 500-2000 Bekasi Swasta
Lippo City  [450 Bekasi Swasta
Depok na Bogor Pemerintah
Jatinangor  [na Bandung*) |Pemerintah
Lippo Village {500 Tangerang {Swasta

Y secara administratif termasuk dalam
Kabupaten Sumedang

na : tidak diperoleh data

Munculnya perumahan skala besar yang dihuni oleh
golongan menengah ke atas di wilayah Botabek
diikuti pula oleh pembangunan kawasan komersial

Edisi Khusus/Februari 1993

yang memberikan pelayanan kepada masyarakat

" perumahan terseput. Supermarket besar seperti

Hero" misalnya, tel_ah mendirikan usaha di Ciledug
{Tangerang) dan Bekasi. Sesuai karakterjstik konsu-
mennya, supermarket ini memberikan pelayanan
serba lengkap dengan prinsip "one stop shopping'.
Pembangunan supermarket dan berbagai pertokoan
besar di wilayah pinggiran Jakarta disinyalir me-
ngancam kelangsUngan perdagangan eceran tra-
disional skala kecil (Kompas, 23 Januari 1991).

Tidak dapat dipungkiri, bahwa jalan tol yang mem-
bentang dari barat-timur dan selatan wilayah Jaho-
tabek mempercepat pertumbuhan kawasan perurha-
han dan kawasan industri di sepanjang koridor’lni.
Studi PT.Jasa Marga dan LPP-ITB (1992) terhadap
ruas jalan tol Jakarta-Tangerang dan Jakarta-
Cikampek mengungkapkan:

+ penjualan rumah meningkat setelah diopera-
sikannya jalan tol;

-+ jalan tol merangsang pembangunan perumahan
di daerah yang berlokasi jauh dari Jakarta, dan
rangsangan ini bertambah besar bila diserta]
pembangunan kawasan industri; . ..

- jalan tol tidak saja mengarahkan lokasi industri,
tetapi juga mempengaruhi perkembangan ka-
wasan industri;

- jalan tol diyakini investor sebagai salah satu
infrastruktur yang dapat menjamin keberhasilan
pembangunan kawasan industri.

Jika rencana kegiatan industri  kelak dapat direa-
lisasikan, tentunya akan membawa implikasi besar
terhadap kebutuhan infrastruktur, termasuk peruma-
han karyawan, prasarana transportasi, air bersih,
prasarana air kotor, limbah dan drainase. Mengingat
dalam kawasan industri tidak diperkenankan untuk
dibangun perumahan, maka pengaturan penyediaan
perumahan karyawan beserta fasilitas penunjang-
nya akan menjadi masalah serius pada masa men-
datang. Pembangunan kawasan industri, kota-kota
baru maupurn perumahan skala besar juga akan
menimbuikan konfiik kepentingan dengan penduduk
lokal, petani dan pengrajin industri bahan bangunan,
bahkan dengan daerah-daerah konservasi. Tan-
tangan {ain adalah, bagaimana menyerasikan pem-
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bangunan puluhan bahkan ratusan lokasi kegiatan
vang beragam dan terpencar itu agar menjadi’
kesatuan pengembangan yang terpadu dengan
efisiensi pemanfaatan lahan dan penyediaan
infrastruktur yang tinggt.

Ancaman Terhadap Kualitas Lingkungan

Pembangunan kawasan industri, perumahan skala
besar serta kota-kota baru beserta segala fasilitas
dan prasarana pendukungnya jelas akan mengu-
rangi luas areal penyerapanair hujan, sehingga akan
meningkatkan volume air larian dan mengurangi
cadangan air tanah. Pembangunan wilayah Puncak
dan Cipanas yang berfungsi sebagai daerah resa-
pan air bagi Bogor dan Jakarta sebagai kawasan
pariwisata juga telah menurunkan cadangan air
tanah bagi kedua daerah ini. lronisnya, kegiatan
pariwisata membuat wilayah Cipanas menyumbang
sekitar 80% pada pendapatan asli daerah Kabupa-
ten Cianjur,

Kenyataan menunjukkan, bahwa koridor Bopunjur
yang telah ditetapkan sebagai daerah resapan air
memiliki {aju pertumbuhan penduduk sebesar 3,9%
selama dasawarsa terakhir, sedikit lebih tinggi dari
laju peningkatan penduduk Jabotabek yang besar-
nya 3,7%, namun hampir dua kali lipat laju pertum-
buhan penduduk nasicnal (Bharmapatni dan Fi-
man, 1992:28), Demikian juga wilayah resapan air
Bandung yang terletak di sebelah utara, selama ini
telah berkembang menjadi pemukiman dan aktivitas
pariwisata. Belum mampunya pemerintah untuk me-
nyediakan air bersih yang cukup, diiringi penurunan
cadangan air tanah sebagai akibat menyempitnya
daerah resapan air dan penyedotan air tanah yang
berlebihan oleh kegiatan perumahan dan industri,
telah mengakibatkan penurunan muka air tanah
dengan laju 2-6 meter per tahun di kota Bandung,
dan menyebabkan intrusi air laut sejauh 15 km di
Jakarta.

Penggundulan hutan dan perambahan daerah hulu
Sungai Citarum yang terjadi selama ini juga diper-
kirakan akan menjadikan waduk-waduk Jatiluhur,
Cirata dan Saguling tidak mampu menyediakan
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kebutuhan air industri dan domestik untuk wilayah
Jakarta dan pantai utara Jawa Barat (Suvara
Pembaruan, 13 Mei 1991). Artinya, perkembangan
industri dan pemukiman yang pesat di wilayah
Jabotabek dan sekitarnya akan terus disertai
peningkatan penyedotan air tanah dengan laju dan
jumlah yang tidak terkira besarnya.

Limbah domestik dan industri juga akan meningkat
pesat, baik jumiah maupun keanekaragaman kua-
litasnya. Jika benar sinyalemen bahwa relokasi
industri dari negara-negara industri maju berupa
industri-industri 'kotor’ karena negara asal industri
tersebut memiliki aturan lingkungan yang sangat
ketat di samping industrinya tefah berkembang ke
arah industri teknologi maju dan industri informasi,
maka pada masa mendatang limbah beracun yang
sangat sulit untuk dibuang secara aman dan didaur
ulang akan meningkat.

Wilayah Botabek dan Kabupaten Bandung diperki-
rakan akan ditempati banyak industri manufaktur
dengan limbah berbahaya maupun industri yang
‘rakus’ air. Persoalannya, adalah bukan saja
menyangkut pembuangan limbah dan kebutuhan air
yang besar, tetapi kondisi kedua wilayah ini juga
merupakan wilayah pemukiman yang menampung
penduduk dalam jumlah besar. Artinya, dalam waktu
yang tidak lama lagi akan terjadi dilema antara
industrialisasi yang dapat meningkatkan pereko-
nomian daerah (dan nasional) namun menghasilkan
potusi dan mengkonsumsi air dalam jumlah besar
dengan kepentingan kesehatan dan pemenuhan
kebutuhan air bersih bagi penduduk serta penurunan
kualitas lingkungan.

Pencemaran udara, air tanah, air permukaan mau-
pun laut akan meningkat, Persoalan lain yang meru-
pakan tantangan bagi kita adalah seberapa jauh
dapat mengantisipasi besarnya masalah ini? Apa-
kah pembangunan kawasan industriyang antaralain
dimaksudkan untuk meningkatkan pengawasan ter-
hadap polusi fingkungan sudah cukup untuk meng-
atasi masalah ini?

Ancaman Iain juga dialami oleh kawasan pantai
utara wilayah Jabotabek. Sebagai contoh, walaupun
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kontroversial, areal sefuas 830 hektar di kecamatan
Teluknaga (Tangerang) yang semula merupakan

areal rawadan hutan bakau yang merupakan habitat
~ berbagai jenis burung dan kera saat ini sedang
dibangun menjadi condominium, perumahan, hotel
dan lapangan golf oleh developer swasta. Pantai
utara Jabotabek juga banyak telah berubah menjadi
areal pertambakan udang yang dikembangkan untuk
tujuan ekspt?r. Pengalaman di Thailand menunjuk-
kan, bahwa dalam jangka panjang, kegiatan
pertambakan telah merusak ekosistem pantai seba-
gai akibat dari kegiatan monokultur yang banyak
menggunakan obat-cbatan dan pembasmi hama
udang.

Jika kita bayangkan MUR Jabotabek dan Metro-
politan Bandung ini sebagai unit produksi raksasa,
yang didalamnya terkandung berbagai unsur pro-
duksi dan hasii produksi, maka selain air dantenaga
kerja, kedua wilayah ini juga akan mengkonsumsi
bahan baku dan energi dalam jumlah besar. Energi
tidak saja dibutuhkan oleh industri, melainkan juga
oleh perumahan. Peningkatan kebutuhan energi
yang begitu pesat, yang diperkirakan untuk skala
nasional bertambah 2 Kali lipat dalam setiap kurun
waktu 4 tahun (Kompas, 28 Januari 1993) hanyalah
sekadar gambaran bahwa mungkin kebutuhan listrik
di MUR Jabotabek dan Metropolitan Bandung me-
ningkat jauh lebih pesat lagi, mengingat konsentrasi
investasi terbesar indonesia dalam bidang industri
manufaktur terdapat di kedua wilayah ini (lihat
Dharmapatni dan Firman, 1992).

Meski pemerintah sedang mengusahakan diver-
sifikasi dan perluasan sumber energi dan kapasitas
listrik dengan melibatkan swasta, namun kebutuhan
energi listrik diperkirakan masih jauh lebih besar
dibanding suplai yang dapat disediakan (Kompas, 28
Januari 1993). Persoalannya adatah, aiternatif apa
yang harus diambil agar perkembangan kegiatan
industri manufaktur yang diperkirakan tetap terkon-
sentrasi di kedua wilayah ini dapat tetap berlang-
sung? Bagaimana pula dengan limbah energi yang
dihasilkan?
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Mobilitas Penduduk dan Pola Ulang-Alik

Perkembangan penduduk perkotaan ke wilayah
pinggiran dan koridor di MUR Jabotabek dan Metro-
politan Bandung antara lain disebabkan perpin-
dahan penduduk dari Jakarta dan Bandung ke wila-
yah ekspansi tersebut. Di samping itu, juga karena
menurunnya jumtah migran yang menjadikan kedua
kota ini sebagai tujuan. Mahainya lahan di Jakarta
dan Bandung, tersedianya perumahan dan infra-
struktur yang lebih terjangkau oleh golongan mene-
ngah dan semakin besarnya kesempatan kerja yang
tersedia terutama di sektor industri di wilayah eks-
pansi serta tingginya aksesibilitas ke kota Jakarta
dan Bandung, mendorong golongan menengah ke
atas untuk bermukim di wilayah ekspansi.

Datam periode 1970-an hingga 1980-an Jakarta
merupakan tujuan utama migran, sedangkan dalam
1980-an hingga 1990-an Jakarta tidak lagi menjadi
tujuan utama dan fungsi ini digantikan oleh wilayah
Botabek. Belakangan ini, bahkan wilayah Botabek
juga menjadi pilihan tempat tinggal bagi mereka
yang semula bermukim di Jakarta. Hingga tahun
1989 diperkirakan 1,5 juta penduduk Jakarta pindah
bermukim di wilayah Botabek, danironisnya ratusan
ribu dari mereka masih memegang KTP DKI Jakarta
(Kompas, 15 Januari 1991; Kompas, 30 Juli 1992).

Migrasi bersih DKl Jakarta juga terus menurun
dalam tiga dekade terakhir, yaitu dari 364.000 pada
kurun waktu 1975-80 menjadi 133.000 antara tahun
1985-90 (Gardiner, 1993:7). Akibat dari faktor-faktor
ini, laju pertumbuhan penduduk DKI Jakarta menu-
run dari 4,1% (1970-80) menjadi 2,4% (1980-80)
yang mengakibatkan menurunnya proporsi pendu-
duk DKl Jakarta dalam Jabotabek dari 54,5%
menjadi 48,2% dalam dekade terakhir {Tabel 1).
Sementara wilayah-wilayah kabupaten Tangerang
rmengalami faju peningkatan penduduk yang sangat
pesat (Tabel 1).

Meski laju pertumbuhan penduduk yang bermukim
diwilayah Botabek meningkat pesat, namun proporsi
penduduk Botabek yang bekerja dan belajar di
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Jakarta diperkirakan mencapai 10% dan 4% (BKSP
Jabotabek, 1992). Penduduk yang melakukan per-
jalanan ulang-alik antara Botabek-Jakarta diperki-
rakan mencapai 1,2 juta orang setiap hari (BKSP
Jabotabek, 1992: appendix p.20}. Dari jumlah ini,
34,3% berasal dari Bogor, 20,8% dari Tangerang
dan 44,2% dari Bekast.

Pola mobilitas dan perjalanan ulang-alik penduduk
Metropetitan Bandung selama dekade terakhir ham-
pir menyerupai Jabotabek, namun dalam intensitas
yang lebih kecil. Dalam kasus Metropolitan Ban-
dung, kota Bandung masih sangat kuat pengaruhnya
terhadap wilayah belakang. Studi yang dilakukan
KLH (1985, dalam Simamora, 1991:20} menge-
mukakan, bahwa kota Bandung masih merupakan
orientast utama dalam memberikan lapangan kerja
dan kebutuhan berbelanja serta rekreasi bagi
penduduk Kabupaten Bandung. Dari seluruh per-
jalanan dengan tujuan bekerja, 48% menuju

Bandung; sedangkan dari perjalanan dengan tujuan -

berbelanja dan rekreasi sekitar 70% dan 80%
bertujuan ke kota Bandung.

Secara geografis, pola pergerakan orang yang
menggunakan angkutan umum terutama terdis-
tribusi di sepanjang koridor barat-timur dan ke arah
selatan kota Bandung. Dari seluruh trip, sekitar 26%
terjadi antara Bandung-Cimahi, 31% antara Ban-
dung-Citeunyi, 11,% antara Bandung-Soreang dan
20% antara Bandung-Banjaran (Simamora, 1991;
35}, Jumiah trip yang cukup besar jugaterjadi antara
kota- kota kecil yang cukup banyak memitiki kegiatan
industri tekstil, yaitu antara Cileunyi-Cicalengka,
Cileunyi-Majalaya, Cicalengka- Majalaya dan
Ciparay-Majalaya.

Pola mobilitas penduduk dan perjalanan ulang-alik
yang terjadi selama ini baik di wilayah Jabotabek
maupun Metropolitan Bandung tentunya menuntut
ketersediaan prasarana dan sarana transportasi
yang mudah, murah, nyaman dan terpercaya. Jika
antisipasi perkembangan industri manufaktur di
wilayah Botabek dan kabupaten Bandung terwujud,
kemungkinan pola mobilitas dan perjalanan utang-
alik yang selama ini terjadi mengalami perubahan.
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Nodal-nodal kegiatan industri akan membentuk
pusat-pusat baru yang akan menarik penduduk,
sehingga pola pergerakan penduduk di wilayah
Jabotabek dan Metropolitan Bandung menjadi
semakin kompleks. Untuk menunjang hal ini, diper-
lukan semakin banyak prasarana dan sarana
transportasi dengan sistem jaringan semakin
kompieks.

Fakta-fakta di atas barangkali baru mengungkapkan
sebagian kKecil saja dari proses yang telah dan akan
terjadi dalam MUR Jabotabek dan Metropolitan
Bandung. Banyak tantangan baru yang dihadapi
para perencana dan pengelola kota dan wilayah,
yang memang tidak mudah untuk diatasi seperti
telah dialami kota-kota di Asia, seperti Bangkok,
Manila dan Kualalumpur. Padahal wilayah Jabota-
bek dan Metropolitan Bandung mempunyai peranan
penting dalam perekonomian nasional. L.antas, usa-
ha apa yang periu dilakukan?

C. Tantangan Pengelolaan Mega-Urban

i.ajis dan pola perkembangan MUR Jabotabek dan
Metropolitan Bandung akan berlangsung terus
sesuai antisipasi perkembangan urbanisasi giobal,
sehingga meluasnya wilayah perkotaan beserta
witayah pengaruhnya tidak dapat dihindari. Peran
penting kedua wilayah ini dalam perekonomian
nasional tetap harus dipertahankan, bahkan
ditingkatkan melalui keikutsertaannya dalam proses
industrialisasi global wataupun dapat menimbulkan
‘externalities’ yang tidak pernah terbayangkan
sebelumnya.

Jika ini memang pilihannya, berarti polarisasi pem-
bangunan pada MUR Jabotabek dan Metropolitan
Bandung yang terus membengkakkan wilayah
perkotaan hingga ratusan kilometer ke wilayah
belakangnya memang merupakan kenyataan yang
harus dihadapi, Artinya, isu utarma yang dihadapi
MUR bukan terletak pada'ukuran’ kota, namun pada
'urban management’ (pengelolaan kota) yang dapat
mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi dan memi-
nimalkan 'eksternalitasnya’. Usaha-usaha untuk
membatasi pertumbuhan kota yang selama ini
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pernah dilakukan, misalnya kebijaksanaan 'kota

tertutup’ bagi Jakarta tidaklah efektif. Kebijaksanaan
serupa yang pernah dilakukan negara lain juga
kurang berhasil. Brennan {1992:3) membenarkan,
bahwa'urban management lebih penting ketimbang
usaha-usaha untuk membatasi ukuran kota:

Effective mega-city management is much more

critical than mega- city size, provided that
management is not defined narrowly in terms of
metropolitan finance but more broadly to include
coordination of macro, sectoral and mega-city
policies, strategies lo deal with negative externalities
directly (e.g. measures to control pollution,
transportation demand}, and actions to improve
distribution of public services among
neighbourhoods and income groups to minimize
risks of social unrest and political stability. These
fasks are not easy to perform successfully, but they
stand a much greater chance of success than
mega-cily size conirof policies.

Meski permasalahannya bukan ‘ukuran’ tetapi
‘'management kota, perumusan kebijaksanaan
pengembangan MUR harus didasarkan pada pema-
haman dan antisipasi karakteristik MUR di masa
mendatang. Dalam konteks ASEAN, hal ini ditegas-
kan oleh Webster (1992:17) sebagai berikut;

In summary, emerging MUR in ASEAN should not
be viewed as overwhelming entities that will be
beyond the control of human institutions. They will
not be too large fo be planned and managed, nor wifl
financial and human resources be absent to deal with
problems in these regions....... Lastly, but
importantly, it would appear that policy should be
based on new forms and characteristics of
mega-urbanization that are emerging in ASEAN,
-rather than on the present realfty which could prove
misleading in policy terms. The policy target is
moving, future policy should be based on the fypes
of MUR which are emerging in ASEAN, not the
entities that exist now.

Pembahasan tentang proses perubahan yang se-
dang dialami oleh MUR Jabotabek dan Metropo-
litan Bandung di atas mengharuskan kita untuk
memikirkan kembali model pengelolaan yang cocok
untuk MUR. Dengan kata lain, recrientasi’ terhadap
pendekatan maupun metode pengeloiaan kota kon-
vensicnal yang selama ini digunakan untuk menge-
lota kota-kota 'tunggal’ harus dilakukan untuk kepen-
tingan pengelolaan MUR. Konsep pengelolaan kota
'model baru’ bukan saja dimaksudkan untuk mena-
ngani kota dengan skala dan keanekaragaman lebih
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besar, tetapi juga untuk mengakomodasikan dinami-
ka yang cepat dan tidak mudah diantisipasikan,
karena perkembangannya ditentukan perkem-
bangan ekonomi global, persaingan antarnegara
dan kebijaksanaan nasional yang secara implisit
mempengaruhi perkembangan MUR,

Di samping itu, konsep pengelolaan kota untuk MUR

Jabotabek dan Metropolitan Bandung harus mampu

menangani atau mengakomodasikan hal-hal seba-

gai berikut:

(a) perkembangan wilayah 'perkotaan’ dan ‘pede-
saan’yang sedang mengalami proses perubahan
menjadi wilayah ’perkotaan’;

(b) keberadaan sebagian besar penduduk perkotaan
yang bermukim di witayah kabupaten:

{c) permbangunan ekonomi yang efektif;

(d) peran swasta yang semakin besar datam meng-
arahkan perkembangan MUR;
{e) perubahan dalam pola mobilitas penduduk:

(f) peranan berbagai tingkatan pemerintahan, mulai
dari tingkat desa, kabupaten, kota administratif,
kotamadya, dan propinsi;

{9) peningkatan keanekaragaman kegiatan perko-
taan skala besar;

(h) transformasi lahan besar-besaran, yang menga-
kibatkan terdesaknya penduduk lokal dan pere-
konomian rakyat tradisional;

() peningkatanancamanterhadap sumberdayadan
lingkungan,;

() peningkatan kemungkinan terjadinya konflik ke-
pentingan antara pemerintah, swasta dan ma-
syarakat.

Tidak dapat dipungkiri, bahwa tantangan yang begitu
besar menyebabkan kita tidak akan mampu mem-
formulasikan model atau konsep pengelolaan MUR
yangtepat dalam waktu singkat. Satu hal yang dapat
kita lakukan dalam jangka pendek, adalah mening-
katkan efisiensi komponen-komponen pengelolaan
kota itu sendiri, seperti sumberdaya manusia, sum-
berdaya alam, lembaga-lembaga yang ada, sumber-
sumber dana yang tersedia, peraturan-perun-
dangan yang berlaku serta kondisi budaya- politis
yang stabil. ‘

Tindakan efisiensi ini dilakukan untuk mencapai tuju-
anmeningkatkan efektivitas pembangunan ekonomi
kota, meningkatkan pemerataan antara kepentingan
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pemerintah, swasta dan masyarakat, serta mening-
katkan kelestarian lingkungan. Namun tindakan efi-
siensi tersebut perlu disertai persiapan untuk mela-
kukan perubahan yang lebih struktural dan men-
dasar terhadap pendekatan dan metoda penge-
lolaan kota yang selama ini digunakan.

Fungsi Kepemerintahan

Permasatahan pokok yang menjadi tantangan dalam
pengeiolaan MUR Jabotabek dan Metropolitan
Bandung, antara lain, adalah terlibatnya berbagai
instansi vertikal dan strata pemerintahan daerah
pada setiap wilayah MUR ini. Tumpang tindih wewe-
nang antara berbagai instansi di berbagai tingkatan
pemerintahan seringkali mengakibatkan tumpang
tindih proyek sebagai akibat dari tidak adanya
koordinasi yang baik, sehingga mengakibatkan
pemboresan dana, waktu dan tenaga yang tidak
sedikit.

UU 11/1990 tentang pembangunan ibukota negara
yang harus diintegrasikan dengan Botabek sebagai
wilayah belakangnya, ditegaskan merupakan tang-
gung jawab pemerintah pusat, DKi Jakarta dan
pemerintah Jawa Barat. Undang-undang yang ditin-
daklanjuti dengan perubahan fungsi BKSP Jabota-
bek dari suatu badan yang berupa forum koordinasi
antara pemerintah DKI Jakarta dengan Jawa Barat
menjadi badan yang bertanggung jawab penuh
dalam mengkoordinasikan perencanaan, pelaksa-
naan dan pengendalian pembangunan (BKSP Jabo-
tabek, 1992) merupakan suatu kemajuan berarti
dalam pengelolaan MUR Jabotabek. Persoatannya
sekarang, adalah bagaimana koordinasi itu dilaku-
kan agar rencana yang terpadu dapat dilaksanakan
dan agar petaksanaan pembangunan menjadi lebih
cepat, bukan justru lebih lambat karena penamba-
han prosedur birokrasi.

Untuk mewujudkan koordinasi yang baik, BKSP per-
lu dilengkapi dengan sistem informasi rencana, pe-
laksanaan pembangunan dan pengendalian dari
setiap instansi terkait. Lebih penting lagi, adalah
penjabaran dari fungsi ‘bertanggung jawab penuh’,
misalnya, apakah BKSP Jabotabek merupakan
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satu-satunya yang dapat mengambil keputusan
akhir yang harus ditaati oleh semua pihak? Tan-
tangan lain yang dihadapi BKSP Jahotabek, adalah
bagaimana membentuk mekanisme kerja yang 'pro-
aktif' dan antisipatif, sehingga mampu mengan-
tisipasi perkembangan dan permasalahan yang
akan terjadi yang dapat menjadi pegangan bagi
koordinasi pembangunan.

Dalam kasus Metropolitan Bandung, hingga kini
belum ada suatu wadah yang mengkoordinasikan
perencanaan, pelaksanaan dan pengendafian
pembangunan antara kotamadya dan kabupaten
Bandung. Dalam wakiu dekat barangkali wadah
semacam BKSP Jabotabek memang diperiukan,

Tantangan lain yang dihadapi Jabotabek maupun
Metropolitan Bandung, adalah berkembangnya wila-
yah 'perkotaan’ yang cukup luas di wilayah
kabupaten, terutama di sepanjang koridor jalan-jalan
regional. Sejauh mana pemerintahan tingkat kabu-
paten int mempunyai wewenang atau mampu me-
ngelota wilayah perkotaannya? Karena tidak
mungkin terus menerus memperluas wilayah kota-
madya atau kotip, yang membutuhkan prosedur
tertentu serta membutuhkan waktu yang cukup
lama, lalu wewenang atau kemampuan seperti apa
yang perlu diberikan kepada pemerintah kabupaten
untuk mengatasi masalah ini?

Jika dalam waktu dekat wilayah perkotaan Jabo-
tabek dan Metropolitan Bandung bersatu, bentuk
pengelolaan seperti apa yang diperiukan? Hal ini
membutuhkan pemikiran sejak dini, mengingat selu-
ruh Jawa, terutama pantai utara, pada suatu saat
akan berkembang menjadi koridor perkotaan.

Desentralisasi

Perkembangan MUR yang cepat membutuhkan per-
luasan pelayanan fasilitas dan infrastruktur dengan
kualitas lebih baik yang harus dapat disediakan
secara efisien. Adalah suatu hal yang tidak mungkin,
bila semuanya harus dipenuhi Pemerintah, sebagai-
mana lazimnya selama int. Peran swasta yang se-
makin besar dalam penyediaan perumahan, ka-
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wasan industri, jalan tol dan listrik di wilayah Jabota-
bek dan Metropolitan Bandung harus dimanfaatkan
sehingga perlu terus didorong. Demikian juga halnya
dengan peranserta masyarakat luas, seperti organi-
sasi-organisasi non-pemerintah. Artinya, semakin
lama peran pemerintah secara langsung dalam pe-
nyediaan fasilitas dan infrastruktur harus diku- rangi
dan digantikan dengan perannya sebagai 'enabler
yang dimaksudkan untuk merangsang dan menga-
rahkan peran swasta dan masyarakat dalam pem-
bangunan. Dengan demikian, desentralisasi harus
diartikan secara luas, seperti diutarakan oleh Guz-
man (1989, dalam Laquian, 1992:12), sebagai
berikut:

Decenitralization may fake on the following mea-

nings:

{a} The econcentration or delegation of responsibility
and authority by central government offices to
regional and field units of such offices;

(b} The devolution or transfer of power and respon-
sibility for the performance of certain functions
from the central government to local govern-
ments;

{c) The privatization of certain functions that used to
be carried out by the government;

(d} The transfer of responsibifity and investment of
authority from the government fo non- govern-
mental organization, community-based organi-
zations or other alternative channels of service
delivery charged with specific functions.

Pengalaman menunjukkan, bahwa swasta dapat
membangun dan mengelola fasilitas secara lebih efi-
sien dan 'reliable’, dan swasta lebih tanggap terha-
dap perubahan permintaan. Persoalannya sekarang
adaiah, permbagiantugas antarapemerintah, swasta
dan masyarakat: sektor-sektor apa yang dapat
dimasuki oleh pihak swasta atau masyarakat, sistem
apa yang digunakan, apakah BOO, BOT, atau sis-
tem sharing, ataukah sistem pembiayaan sendiri.
Karena persaingan semakin ketat, disertai dengan
perubahan teknologi dan informasi yang cepat, ma-
kakreativitas swasta dalam menciptakanusahabaru
yang dapat mendatangkan keurtungan semakin
besar akan meningkat. Oleh karena itu, pada masa
mendatang pemerintah bukan saja ditun- tut untuk
berperan semakin besar sebagai 'enabler untuk
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merangsang peran swasta, tetapi juga sebagai
pengendali keterlibatan swasta dalam pemba-
ngunan agar prinsip ‘equity tetap dapat dilaksa-
nakan.

Tentu saja, kedua peran itu membutuhkan perubah-
ancarapikir dan cara kerja yang semula berorientasi
‘birokratis’ menjadi 'abdi masyarakat' dan 'pariner’
swasta dan masyarakat dalam pembangunan, yang
membutuhkan kemampuan manajemen dan kreati-
vitas tinggi. Kemampuan ini mengharuskan pengem-
bangan 'human resources’ seluruh jajaran aparat
pemerintah dalam bidang pengelolaan kota.

Kemampuan masyarakat untuk menyediakan sen-
diri fasilitas dan infrastruktur yang diperlukan juga
tidak kecil. Industriatisasi yang diharapkan dapat
meningkatkan perekonomian dan taraf hidup masya-
rakat akan meningkatkan kemampuan dan kesadar-
an masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemba-
ngunan. Kemampuan ini dapat berupa tenaga,
pemikiran, dana dan pelepasan hak (tanah misal-
nya) tanpa ganti rugi,

Hal itu memerlukan fungsi pemerintah sebagai 'ena-
bler yang dapat menstimulir mobilisasi kemampu-
an masyarakat. Namun sekali lagi diperlukan
kemarmpuan pemerintah untuk menetapkan sektor-
sektor yang dapat diserahkan pembangunannya
maupun pengelolaannya kepada masyarakat, serta
bantuan perangsang yang harus diberikan pemerin-
tah. Dalam hal ini, pemerintah dapat membantu
melalui permberian kemudahan dalam proses perijin-
an, pembangunan infrastrukiur utama, pemberian
bantuan teknis dan sebagainya.

Kebijaksanaan Pembangunan dan
Koordinasi Investasi

Salah satu alat yang selama ini dipakai untuk menga-
rahkan dan mengatur perkembangan kota-kKota
metropolitan berupa ‘comprehensive plan’, seperti
'Jabotabek Metropolitan Development Plan’ (1980)
dan'Bandung Metropolitan Area Development Plart
(1990) atau Bangkok Metropolitann General Plan
2000. Rencana-rencana semacam ini memuat
kebijaksanaan pembangunan dan rencanainvestasi
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yang dikoordinasikan dari berbagai sektor. Untuk
kasus Jabotabek, yang terjadi selama ini telah
banyak menyimpang dari rencana. Perkembangan
barat-timur yang direncanakan telah terjadi tebih
cepat dariyang direncanakan, demikian juga dengan
perkembangan ke selatan yang menurut rencana
dibatasi, ternyata tetap berkembang pesat. Per-
kembangan kawasan industri dan kota-kota baru
pun kurang diantisipasi dalam rencana yang ada.

Masalah terpenting dalam 'comprehensive plarf
sejenis Jabotabek Metropolitan Development Plan
ini adalah, tanpa disadari rencana tersebut diran-
cang menjadi acuan berbagai sektor pemerintah,
Padahal pembangunan Jabotabek dan Metropo-
litan Bandung pada masa mendatang sangat diten-
tukan dan diarahkan sektor-sektor non- pemerintah
{swasta dan masyarakat). Selain itu, untuk wilayah
Jabotabek dan Metropolitan Bandung yang sedang
mengalami proses perkembangan pesat, seharus-
nya tersedia rencana sampai tingkat kecamatan,
yang penyusunannya dikoordinasikan dengan com-
prehensive plan tersebut dan rencana tingkat
kabupaten.

Kedua hal itu menunjukkan, bahwa tantangan para
perencana adalah bagaimana menyusun rencana
untuk MUR Jabotabek dan Metropolitan Bandung
yang luwes dan mampu mengakomodasikan per-
kembangan serta kebijaksanaan ekonomi yang
berkembang pesat, sekaligus mengantisipasi usaha
swasta dan masyarakat. Penyusunan rencana yang
dinamis ini perlu menggunakan 'participatory appro-
ach’, bukan saja melibatkan pihak pemerintah {ting-
kat nasional hingga desa), tetapi juga pihak swasta
dan masyarakat. Dengan demikian, rencana yang
dihasilkan tidak saja mampu untuk mengarahkan
program pemerintah, tetapi juga program swasta
dan masyarakat,

Pengelolaan Lingkungan

Ancaman terhadap kelestarian lingkungan yang

semakin meningkat akibat perkembangan ekonomi

dan penduduk yang pesat di wilayah Jabotabek dan
Metropolitan Bandung merupakan tantangan yang
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harus dibayar mahal sebagai konsekuensi pem-
bangunan. Namun bukannya tidak mungkin keru-
sakan terhadap kelestarian lingkungan ini dikurangi.
Tantangan kita sekarang adalah, mekanisme apa
yang harus diciptakan agar setiap pelaku pemba-
ngunan membayar eksternalitas yang ditimbulkan-
nya, bukan saja bagi pemerintah, tetapi juga bagi
swasta dan masyarakat. Tentu saja hal ini perlu
ditunjang perubahan cara pikir yang selama ini
menilai sumber alam seperti air, udara, dan tanah
sebagai sesuatu yang 'free of charge dan ubigui-
tous', sehingga nilai kelestariannya tidak dimasuk-
kan dalam perhitungan ekonomi.

Tantangan lain yang erat kaitannya dengan
peningkatan efisiensi dan kelestarian pemanfaatan
sumberdayaalam, adalah meningkatkan danmema-
syarakatkan program 'resource recovery and recy-
cling , yang bukan saja secara langsung menghemat
sumberdaya tetapi juga menghemat energi dan
menciptakan {apangan kerja. Jumiah penduduk dan
kegiatan yang besar di Jabotabek dan Metropolitan
Bandung sangat menunjang efisiensi pelaksanaan
program int mengingat imbah yang dihasilkan cukup
besar dan jumiah konsumen produk program ini juga
besar. Masalahnya sekarang adalah, insentif apa
yang harus diberikan pemerirdah untuk mening-
katkan usaha tersebut? Apakah segenap lapisan
masyarakat sudah cukup menyadari pentingnya
program tersebut?

0i samping tantangan di atas, hal lain yang selama
ini masih sulit untuk dilaksanakan secara konsekuen
adalah 'law enforcement' terhadap tindakan me-
rusak lingkungan. Kerjasama antarkabupaten yang
membawahi ekosisten lingkungan yang sama se-
harusnya ditingkatkan. Misalnya, kabupaten Bogor
yang sebagian wilayahnya merupakan daerah hulu
dari Sungai Ciliwung yang mengalir ke DKI Jakarta
secara bersama harus mampu menangart kualitas
airnya, Sebenarnya, penetapan wilayah Jabotabek
maupun wilayah Metropalitan Bandung sebagai
suatu wilayah perencanaan merupakan peluang
yang baik untuk dapat mengelola lingkungan dengan
pendekatan ekosistem.
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Pembiayaan Pembangunan

Seperti telah disinggung di atas, pada masa men-
datang peran pemerintah dalam pembangunan dan

pengelolaan fasilitas dan infrastruktur akan menu-

fun. Peran ini akan beralih ke swasta dan masya-
rakat. Semakin mampunya swasta dan masyarakat
untuk berpartisipasi dalam pembangunan harusiah
dianggap sebagai peluang yang baik bagi peme-
rintah, sehingga dana pemerintah hanya digunakan
untuk membangun fasilitas dan infrastruktur yang
memang tidak dapat disediakan swasta dan masya-
rakat. Masalahnya, bagaimana agar fasilitas dan
infrastruktur yang disediakan swasta dapat terjang-
kau semua lapisan masyarakat.

Tantangan penting [ainnya adalah, bagaimana agar
keuntungan yang diperoleh dari perubahan guna
lahan dapat juga dinikmati pemerintah dan masya-
rakat. Lahan seharusnya dipandang bukan saja
merupakan faktor kunci dalam pembangunan eko-
nomi, tetapi juga mermpunyai arti sosial. Artinya, nilai
tambah yang diperoleh sebagai akibat peningkatan
fungsinya, tidak boleh hanya dinikmati devetoper,
tetapi juga harus dinikmati pihak yang tergusur. Hasil
pembangunan yang dinikmati swasta harus pula
dapat dinikmati pemerintah dan masyarakat. Tan-
tangannya sekarang adalah, mekanisme apa yang
dapat digunakan untuk merealisasikan tujuan ini?

Barangkali mekanisme pengikutsertaan pemerintah
dan masyarakat (yang tergusur) dalam saham pemi-
likan kegiatan swasta yang dikembangkan di atas
lahan tertentu merupakan satu alternatif.

Tantangan lain yang perlu dicarikan jalan keluarnya
adalah, selama ini ekfernalitas yang diakibatkan
pembangunan yang dilakukan swasta sebagian
besar dibebankan kepada pemerintah. Misalnya,
perbaikan kerusakan jalan akibat angkutan barang
darifke kawasan industii menjadi beban pemerintah
daerah; juga pembersihan sungai yang tercemar
akibat limbah industri. Jika kondisi seperti ini terus
dibiarkan, berarti nilai tambah produksi yang dinik-
mati pihak swasta tidaklah mencerminkan keun-
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tunganyang obyektif, sebab ada sebagian dari biaya
produksi yang dibebankan kepada pihak lain
(pemerintah atau swasta). Karenanya, mulai seka-
rang perlu dipikirkan suatu mekanisme yang dapat
mendorong swasta untuk menanggung seba- gian
atau seiuruhnya dari dampak pembangunan yang
negatif terhadap lingkungan dan masyarakat luas.

Pengelolaan Lahan

Swasembada panganyang masih pas-pasankarena
masih harus berpacu dengan pertumbuhan pendu-
duk nasional yang cukup tinggi, masih banyaknya
serangan hama dan iklim yang tidak mengun-
tungkan, danrendahnya kualitas sawah di luar Jawa
dibanding sawah di Jawa, menyadarkan kita bahwa
konversi lahan pertanian subur di wilayah Jabotabek
(bahkan Serang, Karawang dan Cikampek) dan
Metropolitan Bandung menjadi kawasan non perta-
nian merupakan konsekuensi yang mungkin harus
dibayar mahal bagi kelangsungan swasembada
beras. Oleh karena itu, kemampuan pemerintah da-
lam mengantisipasi potensi nilai lahan berda- sarkan
permintaan pasar (land amrket analysis) harus
ditingkatkan, agar penguasaan lahan oleh pihak
swasta dapat dikendalikan, pembangunan infra-
struktur pertanian tidak mubazir, dan pemerintah
serta masyarakat dapat menikmati keuntungan dari
peningkatan fungsi lahan secara adil. Untuk kebu-
tuhan ini, sistem informasi lahan yang akurat dan up
to date yang dikaitkan dengan permintaan pasar
sangat diperfukan,

Konversi lahan pertanian yang secara agresif dila-
kukan pihak swasta hendaknya bukan semata-mata
dianggap sebagai kehilangan atas seluas lahan,
tetapi juga merupakan kehilangan lahan subur yang
tidak tergantikan. Oleh karenaitu, seyogyanya harga
pembebasan lahan tidak hanya ditentukan ber-
dasarkan guna fahan saat ini serta lokasinya, tetapi
juga mencerminkan kehilangan yang tak tergantikan
tersebut. Misalnya, dapat diperhitungkan dengan
besarnya usaha yang harus dilakukan untuk men-
cetak sawah baru dengan tingkat produktivitas
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sama, termasuk wakiu yang dibutuhkan untuk me-
nunggu agar sawah tersebut terwujud, kemungkinan
ketergantungan kita pada beras impor sebagai
akibat menurunnya produksi beras,

Perluasan kawasan industri, perumahan, kota baru
dan pariwisata yang secara agresif dilakukan swasta
juga memberikan tantangan bagi perencana dan
pengelola kota untuk dapat menciptakan sistem pe-
ngeiclaan lahan terpadu. Tantangan yang belum
dapat terpecahkan hingga saat ini adalah bagai-
mana mengendalikan daerah perkotaan yang seca-
ra administratif terletak pada wilayah kabupaten.

Keterpaduan sistem kota-kota dan sistem kota-desa
di wilayah Jabotabek dan Metropolitan bandung di
masa mendatang sangat penting untuk diatur, agar
produktivitas ekonomi wilayah dapat terus diting-
katkan. Artinya, keterpaduan penyediaan infrastruk-
tur yang menunjang mobilitas orang dan barang
yang disediakan pemerintah, swasta maupun ma-
syarakat, perlu ditingkatkan,

Pengembangan Sistem Informasi

Pengembangan sistem informasi yang cepat, akurat
dan ‘up-fo-date’ sangat diperlukan dalam penyu-
sunan rencana yang dinamis dan pengendalian
pelaksanaan pembangunan. Masalahnya adalah,
hatl ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit serta
membutuhkan keahlian khusus, Apakah informasi
semacam ini dapat disediakan dan digunakan aparat
dan masyarakat sampai pada tingkat kecamatan?

Hal penting lainnya adalah, masalah keterbukaan
rencana untuk masyarakat tuas, termasuk pihak
swasta. Untuk wilayah Jabotabek dan Metropolitan
Bandung yang sedang mengalami perkembangan
pesat, keterbukaan ini diperiukan antara lain agar
tidak terjadi spekulasi tanah yang dapat merugikan
rakyat kecil, di samping untuk tetap dapat memper-
tahankan daerah-daerah untuk konservasi.

Pengembangan Sumberdaya Manusia

Transformasi kegiatan pértanian menuju industri,
serta peningkatan bidang pekerjaan secara vertikal
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yang sedang berlangsung di Jabotabek dan Metro-
politan Bandung, menuntut peningkatan kualitas
sumberdaya manusia. Besarnya proporsi tenaga
kerja pendatang di sektor industri mungkin mencer-
minkan, bahwa tenaga kerja lokal belum memiliki
kualifikasi yang disyaratkan. Ini dapat berarti, sema-
kin terdesaknya penduduk iokal, yang bukan tidak
mungkin dapat mengakibatkan keresahan sosial.
Salah satu tantangan kita di masa mendatang,
adalah meningkatkan kualitas sumberdaya manusia
melalui pendidikan formal maupun keterampilan a-
gar segenap lapisan masyarakat siap berpartisipasi
dalam proses industrialisasi yang kini berlangsung.

D. Penutup

Seperti terjadi di negara-negara industri baru Asia
{NIC), globalisasi ekonomi melalut proses industri-
alisasi tidak dapat menghentikan poiarisési pemba-
ngunan pada kota-kota besar tertentu. Polarisasi
pembangunan merupakan salah satu penyebab
munculnya 'MUR’ atau 'extended metropofitan
regions' atau 'megacities, termasuk Jabotabek dan
Metropalitan Bandung. Kontinutitas perkembangan
yang tidak dapat dihentikan itu bahkan cenderung
menyatukan Jabotabek dan Metropolitan Bandung.

Reorientasi kebijaksanaan ekonomi nasional yang
mempercepat proses transformasi pertanian menuju
industri, mengakibatkan kedua wilayah mengatami
‘region-based urbanization' yang dicirikan jumitah
dan kepadatan penduduk tinggi, percampuran kegi-
atan perkotaan dan pedesaan, transformasi lahan
pertanian menjadi lahan perkotaan, pertumbuhan
kegiatan perkotaan di sepanjang koridor, intensitas
mobilitas penduduk yang tinggi, interaksi yang tinggi
antara kegiatan pedesaan dan perkotaan, pening-
katan peran swasta dalam pembangunan, dan
ancaman terhadap kelestarian lingkungan.

Perkembangan MUR tetap dapat dikendalikan, bah-
kan ditingkatkan produktivitas ekonominya melalui
pendekatan dan metoda pengelolaan MUR yang
tepat dengan ketersediaan sumberdaya, yang
konsepnya harus secepat mungkin dirumuskan dan
dilaksanakan. '
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